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BUPATI MAGELANG 
PROVINSI JAWA TENGAH 

 

PERATURAN BUPATI MAGELANG 
NOMOR 12 TAHUN 2022 

 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 52 TAHUN 2021 
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN  

DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI MAGELANG, 
 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa telah ditetapkan 
Peraturan Bupati Magelang Nomor 52 Tahun 2021 tentang 

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Desa Tahun Anggaran 2022; 

b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 30 Peraturan 
Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 

2018 tentang Jaminan Kesehatan, iuran bagi peserta Pekerja 
Penerima Upah dibayarkan secara langsung oleh pemberi 

kerja kepada BPJS Kesehatan, sehingga ketentuan dalam 
Peraturan Bupati Magelang Nomor 52 Tahun 2021 tentang 
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Desa Tahun Anggaran 2022 perlu diubah; 

c. mendasarkan ketentuan sebagaiana dimaksud pada huruf a 

dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2021 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Desa Tahun Anggaran 2022; 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan 
Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 1950); 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang 
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6573); 

SALINAN 
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3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 

11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6321); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana 

Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa 
kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 
2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber 
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5864); 

6. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 

2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 
Nomor 260); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 

tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 53); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 

tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 1037); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 
tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);  

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 
dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas 

Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 961); 
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12. Peraturan Bupati Magelang Nomor 56 Tahun 2014 tentang 

Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita 
Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014 Nomor 56) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati 
Magelang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Bupati Magelang Nomor 56 Tahun 2014 tentang 

Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita 
Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 9); 

13. Peraturan Bupati Magelang Nomor 4 Tahun 2017 tentang 
Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang 
Tahun 2017 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa 

kali terakhir dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 58 
Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan 
Bupati Nomor 4 Tahun 2017 tentang Alokasi Dana Desa 

(Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020 Nomor 60); 

14. Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2018 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf 
Perangkat Desa di Kabupaten Magelang (Berita Daerah 
Kabupaten Magelang Tahun 2018 Nomor 2) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 
Bupati Magelang Nomor 57 Tahun 2020 tentang Perubahan 

Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2018 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf 
Perangkat Desa di Kabupaten Magelang (Berita Daerah 

Kabupaten Magelang Tahun 2020 Nomor 59); 

15. Peraturan Bupati Magelang Nomor 6 Tahun 2019 tentang 
Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan 

Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Magelang 
(Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 6); 

16. Peraturan Bupati Magelang Nomor 47 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten 
Magelang Tahun 2019 Nomor 47); 

17. Peraturan Bupati Magelang Nomor 34 Tahun 2021 tentang 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang 

Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 
2021 Nomor 34); 

18. Peraturan Bupati Magelang Nomor 52 Tahun 2021 tentang 

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten 
Magelang Tahun 2021 Nomor 52); 

 
MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI MAGELANG NOMOR 52 TAHUN 2021 

TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN 
DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022. 
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Pasal I 

 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Magelang Nomor 52 Tahun 2021 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 
Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 52) 
diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 4 
 
Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 berpedoman pada 

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 
Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022. 
 

2. Ketentuan Lampiran I Romawi III KEBIJAKAN PENYUSUNAN APB DESA, 
angka 2 BELANJA DESA, angka 1 Belanja Pegawai, huruf a angka 3) huruf a, 

diubah sebagai berikut: 
a. Jaminan kesehatan 

NO JABATAN 
BESARAN PREMI/BULAN  
DARI POTONGAN SILTAP  

(Rp) 

1. Kepala Desa  30.432 

2. Sekretaris Desa 23.828 

3. Perangkat Desa 21.278 

4. Staf Perangkat Desa yang berasal 
dari perangkat desa  

21.278 

 
Pasal II 

 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang. 
 

 

Ditetapkan di Kota Mungkid 
pada tanggal 15 Februari 2022 

 

BUPATI MAGELANG, 
 

ttd 
 

ZAENAL ARIFIN 

Diundangkan di Kota Mungkid 
pada tanggal 15 Februari 2022 

 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG, 
 

ttd 
 

ADI WARYANTO 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2022 NOMOR 12 

 


